
 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2016 NOMOR 21 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 13 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN  PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil 
klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah tanggal 
11 September 2015 Nomor 180/013537 
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara, sehingga 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 
perlu untuk diubah; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi  
Jawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 

  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 
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  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492); 

  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512); 
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  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 
tentang Wajib dan Pembebasan Untuk 
Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-
Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 
dan Perlengkapannya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3283); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5404); 
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  16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Swalayan; 

  17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup 
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

  18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2012 Nomor 1); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
195);  
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
dan 

 
BUPATI BANJARNEGARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN 
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 

  
Pasal I 

 
Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 195), disisip, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A 
yang berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14A 

 
Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk 
melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan 
barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% 
(delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang 
diperdagangkan. 
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Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 14-10-2016 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 
 

 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 21 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (21/2016) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 14-10-2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 13 TAHUN  2016 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA 
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN  PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, 
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 

 
I. UMUM 

Bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan 
terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Swalayan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Swalayan.  

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam suratnya Gubernur Jawa Tengah tanggal 11 
September 2015 Nomor 180/013537 perihal Hasil Klarifikasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan 
menambahkan ketentuan mengenai penyediaan barang 
dagangan produksi dalam negeri sebagaimana Pasal 22 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern. 
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Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal I 
Cukup Jelas. 

Pasal II   
Cukup Jelas. 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 223 

 


	TENTANG




